BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan WPasal 160 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangahy, Daerah, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tengang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan“Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun%2014 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatanidan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015

c. bahwa berdasaskah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomorgs, 123/KPTS/BPKAD /2015 tanggal 27 Januari 2015
tentang), Alekasi Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Partai Politik Pada
Anggagzan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015;

d. bahwa berdasarkan Surat Bupati Ogan Ilir Nomor
900/43.1/BPKAD/2015 tanggal 01 Juni 2015  Surat
Pemberitahuan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran
2015 kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan [lir ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu ditetapka
Peraturan Bupati Ogan llir tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2015
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10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nornor 4286Y;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 {entang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor-. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 {entang
Perimmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234};




11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor © Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
O Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara «Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga ‘Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503);

O

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4570);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576};
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27.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusuman dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimatl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja, Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran (Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam-Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007,
Nomor 20 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Ogan llir {Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Thir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan
Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014,
Nomor 3);




Menetapkan :

28.

29.

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan llir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Iir Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketige atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Illir Tahun 2012 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pembentukan Organisasi.dan Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Hir Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran' Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2014 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II untuk Satuan kerja Perangkat Daerah, Dinas
Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, dan Sekretariat Daerah (PPKD) diubah
scbagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

2. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangken.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerab.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 3 QJum 2015

b BUPATI OGAN ILIR,/

AHYA

C ) Diundangkan di Indralaya
pada tanggal % Auit 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

e

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR : 2,




